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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA
DALAM TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN
ISTIMEWA

PENENTUAN WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN DAN
MENYIMPAN DOKUMEN PENENTUAN HARGA TRANSFER

Contoh 1:

PT ABC adalah perusahaan Indonesia bagian dari Grup Usaha ABC Ltd.
yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan tahun buku dimulai dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember.

Dari laporan keuangan PT ABC, diketahui hal-hal sebagai berikut:

2020 2021 2022

Peredaran bruto (transaksi barang berwujud):

Afiliasi 5.000.0000.000  5.000.0000.000 4.000.0000.000
Non afiliasi  70.000.0000.000 40.000.0000.000 45.000.0000.000
potal peredaran - 75 000.0000.000  45.000.0000.000 49.000.0000.000
Blays moyaly 0 0 7.500.0000.000

(afiliasi)

Berdasarkan informasi tersebut di atas, kewajiban PT ABC untuk
menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer
adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2021:

Karena total peredaran bruto pada tahun pajak 2020 lebih dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), PT ABC diwajibkan untuk
menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer
berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk tahun pajak 2021, dan
Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat
tanggal 30 April 2022.

Tahun Pajak 2022:

Karena nilai peredaran bruto pada tahun pajak 2021 tidak lebih dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tidak terdapat
Transaksi Afiliasi barang berwujud yang melebihi Rp20.000.000.000,00
(dua puluh miliar rupiah), PT ABC tidak diwajibkan untuk
menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer
untuk tahun pajak 2022.

Tahun Pajak 2023:

Walaupun total peredaran bruto pada tahun pajak 2022 tidak lebih dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), namun karena terdapat
Transaksi Afiliasi berupa pembayaran royalti dengan nilai lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), PT ABC tetap diwajibkan untuk
menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer
berupa dokumen induk dan dokumen lokal untuk tahun pajak 2023, dan
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Dokumen Penentuan Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat
tanggal 30 April 2024.

Contoh 2:

PT DEF merupakan perusahaan multinasional yang melakukan Transaksi
Afiliasi dan didirikan di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan
tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk bagian tahun pajak Oktober s.d. Desember 2020, PT DEF
melaporkan jumlah peredaran bruto sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua
puluh miliar rupiah).

Penghitungan peredaran bruto untuk menentukan kewajiban
menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer:

Peredaran bruto 3 bulan

= Rp20.000.000.000,00
Peredaran bruto disetahunkan adalih
12/3 x Rp20.000.000.000,00

= Rp80.000.000.000,00

Dengan demikian, karena total peredaran bruto disetahunkan untuk
bagian tahun pajak 2020 lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah), PT DEF diwajibkan untuk menyelenggarakan dan
menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk
dan dokumen lokal untuk tahun pajak 2021, dan Dokumen Penentuan
Harga Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 30 April
2022.

Contoh 3:

PT GHI adalah perusahaan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai
entitas induk.

Sebagai entitas induk, PT GHI melaporkan peredaran bruto konsolidasi
untuk Grup Usahanya sebagai berikut:

a. Tahun pajak 2018 sebesar Rp12.000.000.000.000,00.

b. Tahun pajak 2019 sebesar Rp10.000.000.000.000,00.

c. Tahun pajak 2020 sebesar Rp13.000.000.000.000,00.

d. Tahun pajak 2021 sebesar Rp9.0000.000.000.000,00.

Tahun buku PT GHI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Berdasarkan informasi di atas, PT GHI diwajibkan untuk
menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer
berupa laporan per negara untuk tahun pajak 2019 dan tahun pajak 2021.
Untuk laporan per negara tahun pajak 2019, Dokumen Penentuan Harga
Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 31 Desember 2020
dan wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan badan tahun pajak 2020.

Untuk laporan per negara tahun pajak 2021, Dokumen Penentuan Harga
Transfer tersebut harus tersedia paling lambat tanggal 31 Desember 2022
dan wajib disampaikan sebagai lampiran surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan badan tahun pajak 2022.



